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Menimbang

Mengingat

BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR,

babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tabun 2021, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur ten tang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tabun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 182, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia 3903)
sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 54 Tabun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolagun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000
Nomor 81, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telab diu bah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2019 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara
Republik In?-onesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
1781);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021
ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber Dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2020 Nomor 71);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 71
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 71)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2021 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020
Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIANTUNJANGANHARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS KEPADAAPARATURNEGARAYANGBERSUMBER
DAR! ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Jabung Timur.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki Jabatan pemerintahan.

7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan.

9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna Anggararr/Kuasa Penggua Anggaran
(PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DokumenPelaksanaan Anggaran(DPA)atau dokumen lain
yang dipersamakan.

10.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh bidang perbendaharaan pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku kuasa
Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah berdasarkan SPM.

BABII
PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

Pasal2

Aparatur NegaradiberikanTunjangan Hari Rayadan GajiKetigaBelas.

Pasal3
(1) Aparatur Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal2 terdiri dari :

a. Bupati;
b. WakilBupati;
c. AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah;
d.PNS;dan
e. CalonPNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk PNS
yang sedang menjalani cuti t di luar tanggungan Negara atau sedang
ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negerimaupun diluar
negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal4
(1) Tunjangan Hari Raya dan GajiKetigaBelas bagi Bupati, WakilBupati dan

PNS,terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, seSU81dengan jabatannya
darr/atau pangkatnya.

------------------------ - ---



(2) Tunjangan Hari raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari
Uang Representasi, Tunjangan Ke1uarga, dan Tunjangan Jabatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan
dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, terdiri atas:
a. 80% (de1apan puluh persen) dari gaji pokok;
b. tunjangan ke1uarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan umum, sesuai dengan jabatannya dan Iatau pangkat

golonganj ruangnya.

Pasal5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk:

a. tunjangan kinerja;
b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
c. tunjangan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
d. insentif kinerja;
e. insentif kerja
f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau

tunjangan lain yang sejenis;
h. tunjangan pengamanan;

tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan
kehormatan;
tambahan penghasilan bagi guru PNS;

1.

J.
k. insentif khusus;

tunjangan khusus;
m. tunjangan pengabdian;
1.

n. tunjangan operasi pengamanan;
o. tunjangan selisih penghasilan; dan
p. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang

undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

BABIII

PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

Pasal6

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal hari raya.

(2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.



(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1
(satu) bulan pada bulan AprilTahun 2021.

Pasal7

(1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
(2) Dalam hal Gaji Ketiga Be1as sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be1um

dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Be1asdapat dibayarkan sete1ah bulan Juni.
(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk 1 (satu)
bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal8

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan
iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Be1as dikenakan pajak penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung
pemerintah.

(3) Dalam hal Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling
besar.

(4) Dalam hal Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

Pasa19

(1) Pejabat penanda tangan SPMmengajukan SPMTunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas kepada bidang perbendaharaan pada Badan Keuangan
Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan
terpisah dari SPMgaji bulanan.

Pasall0

(1) Tata cara penerbitan dan pengajuan SPMdan SP2D Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BABIV
PENDANAAN
Pasal 11

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Be1asbersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun Anggaran 2021.



_.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun
2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 29);
dan

b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2020 ten tang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 43),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

tftlAH DITElITI KE8ENARANrnA
Kabag Hukum Dan Perundang . ~ndailgan

Ditetapkan di M a Sabak
pada tanggal a MEi 2021

~OJ'fAfii,.XANJ NGJABUNGTIMUR,

H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal (0 fv'\G', 2021
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR1


